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EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AIR MINERAL DI SURABAYA Angelia Anita
Kusumasari, Lusy* Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Darma
Cendika, Surabaya *Email : margaretahulda@gmail.com Abstrak Penelitian
ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi apakah Perusahaan
Distributor Air Mineral di Surabaya melaporkan laporan keuangan kepada
fiskus, dengan melakukan analisis perencanaan pajak (tax planning)_dalam
hal koreksi fiskal terhadap akun-akun seperti akun pendapatan, akun
pengeluaran, dan sistem pencatatan nilai. Penelitian ini adalah studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) _pajak penghasilan perushaan. Adapun
metode analisis data yang_digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik
analisis deskriptif dengan memeriksa akun-akun biaya, menghitung PPh
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Final dan tidak Final, menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengevaluasi
perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilakukan oleh Perusahaan
Distributor Air Mineral di Surabaya. Berdasarkan hasil data bahwa
perhitungan fiskal positif menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp.
1.756.279.454 yang_diperoleh dari biaya beban perusahaan dan fiskal
negatif menurut perusahaan sebesar Rp. 0 sedangkan dari hasil
perhitungan ulang_peneliti yang_mengacu pada Undang- Undang
perpajakan memperoleh fiskal positif sebesar Rp. 1.747.396.851 dan fiskal
negatif sebesar Rp. 1.782.657.754 disimpukan bahwa perhitungan pajak
penghasilan badan di Perushaan Distributor Air Mineral di Surabaya
mengacu pada ketentuan dengan Undang-Undang_Perpajakan, akan tetapi
beberapa item terdapat yang_dikoreksi perpajakan seperti yang_terdapat
pada laporan SPT perusahaan diantaranya penghasilan yang_dikenakan
PPh Final, biaya-biaya, dan beban yang_tidak dimasukan. Kata kunci:
Laporan keuangan, Koreksi fiskal, dan PPh Final Abstract This study
generally aims to evaluate whether a Mineral Water Distributor Company in
Surabaya has carried out a tax planning analysis (Tax Planning) in terms of
fiscal corrections to accounts in financial reports such as income accounts,
expenses, recording methods and assessments before reporting them to
the tax authorities. This type of research is a case study. The data
collection technique is carried out by documenting the company's annual
income tax return (SPT) data. As for the data analysis technique is done
using descriptive analysis. Descriptive analysis techniques are used to
examine expense accounts, calculate Final and non-final PPh, prepare
fiscal reconciliations and evaluate the calculation of Corporate Income Tax
carried out by a Mineral Water Distributor Company in Surabaya. Based on
the results of the data it can be that the positive fiscal calculation
according to the company's calculation is Rp. 1.756.279.454 obtained from
the cost of the company's negative and fiscal expenses according to the
company amounting to Rp. 0 while from the results of the researcher's re-
calculation referring to the Taxation Law, a positive fiscal of Rp.
1.747.396.851 and a negative fiscal of Rp. 1.782.657.754 it was concluded
that the calculation of corporate income tax at the Mineral Water
Distributor Company in Surabaya refers to the provisions of the Tax Law,
but there are several items that are corrected for taxation as stated in the
company's SPT report, including income subject to final PPh, expenses ,
and unloaded loads. Keywords: Financial reports, fiscal corrections, and
final income tax. 1. PENDAHULUAN Pajak menjadi satu dari pendapatan
pemerintah dengan peranan sentral terhadap ekspansi. Penerapan bidang
perpajakan disusun dalam teknik prosedur bersama Undang- Undang itu
diputuskan. Dengan koordinasi aturan tersebut untuk memperkirakan
penggandaan eskpansi nasional melewati bidang pajak mampu
ditingkatkan pemanfaatanya dalam masyarakat. Pajak sebagai wajib bayar
rakyat terhadap pendapatan negara (perpindahan kepunyaan bagian
swasta ke bagian pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (bisa
ditekankan) tanpa harus dipertimbangkan dapat terus bisa ditetapkan atau
dipakai dalam anggaran umum belanja dan dipakai seperti media
meminimal dan memaksakan dalam memenuhi target yang terlihat diluar
bidang keuangan. Pendapatan pajak menjadi pemasukan dana terbanyak
untuk negara. Nyaris beberapa pekerjaan pengembangan dibangun
pemerintah, anggaran melalui uang pajak terkumpulkan oleh warga
negara. Pendapatan dari sektor pajak senatiasa dinilai potensial untuk
membayar eskpansi nasional. Melalui terbitnya ketentuan adanya hukum
yang mengelola terkait pajak, oleh karena itu diperlukan pendapatan pajak
menjdi pemasukan utama terhadap penyelenggaraan APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) dapat mendapat hasil optimas serta
dapat dijaga secara berkelanjutan. Adapun tinjauan pada tahun 2022
pendapatan dibidang pajak memperoleh 59,39%. berdasarkan prestasi,
pendapatan pajak utama dimulai memalui pendapatan non-migas (PPh)
pajak penghasilan serta pajak kenaikan nilai atau pajak penjualan atas
barang mahal (PPN/PPnBM) yang dipaparkan oleh Kemenkeu, (2022)
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Pemasukan dari sektor pajak diatas dikenakan melalui kebijakan Undang-
Undang resmi dan wajib. Penerimaan melalui pajak dialokasikan untuk
tujuan lain Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sumber pendapatan
utama bagi siatu negara adalah pajak, dimana pajak sebagai setoran
rakyat untuk pemasukan Negara sesuai aturan Undang-Undang (yang
bersifat memaksa). Mengambil pajak diartikan memita daya beli dari
rumah tangga masyarakat untuk diberikan kepada negara. Kemudian
negara mengalokasikan kembali untuk kepentingan warga negara dengan
rupa perlindungan kemakmuran warga negara. Oleh sebab itu emungutan
pajak menjadi hak negara. Mardiasmo (2016:6). Pajak menjadi bidang
perolehan dana tidak lepas melali auran yang diterapkan pemerintah
terkait setoran pajak. Hingga sekarang ditemukan 3 teknik prosedur
dilaksanakan terkait penyetoran pajak diantaranya petugas institusi yang
menetapkan terkait besar kecilnya setoran pajak, kemandirian wajib pajak,
dan devisi pajak atau bendahara perusahaan untuk memotong pendapatan
karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk teknik prosedur penyetoran
pajak penghasilan didasarkan melalui wewenang, kepercayaan serta
tanggung jawab dalam teknik prosedur pemungutan pajak kepada wajib
pajak dalam mengganggarkan, menyetorkan dan memberitahukan sendiri
keseluruhan pajak wajib disetorkan, disebut sebagai kemandirian wajib
pajak. Kewajiban pajak oleh setiap orang atau badan tentunya berbeda
dimana satu antara yang lain. Tidak samanya kedurukan ekonimi dengan
beberapa wajib pajak mengakibatkan kepentingan proses biaya pajak
berubah tidak sama dengan satu individu atau badan yang lainnya. Pada
kebijakan yang berjalan yang terkait biaya pajak dikelompokkan menjadi 3
(tiga) kelompok sesuai jumlah pemasukan yang diperoleh wajib pajak
badan dalam kurung waktu satu tahun. Tabel 1. Laporan Laba Rugi
Perusahaan Distributor Air Mineral Untuk Tahun Berakhir 31 Desember
2020 Peredaran Usaha Rp. 1.776.520.640 Hpp Rp. 1.238.846.419 Laba
Bruto Rp. 474.463.021 Total Beban Rp. 444.543.532 Laba Rugi Rp.
26.388.300 Sumber : Laporan Laba Rugi Perusahaan Distributor Air
Mineral di Surabaya pada periode 2020 Perusahaan yang diteliti ini
merupakan perusahaan distribusi barang konsume. Perusahaan ini
berkecimpung dibidang industri produk dan manufaktur. Berdiri sejak
tahun 2016 dan beoperasi sampai sekarang ini masih konsisten dalam
kurung waktu 5 tahun menggeluti industri produk minuman. Hingga saat
ini ramai pelanggan antara pelanggan baru sampai pelanggan lama.
Pemasukan yang diperoleh per tahunnya mencapai kisaran Rp.
4.800.000.000 sehingga Perusahaan ini dikategorikan industri makro.
Evaluasi pajak peghasilan badan dimaksudkan untuk membandingkan
laporan keuangan apakah sesuai dengan pajak badan. Apabila tidak sesuai
dapat dibebankan denda berupa saksi adminitrasi. Wajib pajak perusahaan
yang ditemukan terlibat dalam penipuan dengan sengaja dapat
dihadapkan hukuman penjara berdasarkan hukum pidana. Pada saat ini
perusahaan memiliki kendala terkait ketentuan perpajakan yang belum
sesuai. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan fiskal sangat
diperlukan dalam menentukan besarnya PPh terutang, adapun dengan
penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan harus selaras dengan satuan
tahunan buku, tujuannya supaya selaras dengan syarat keadilan dalam
pemungutan pajak yang ditetapkan dengan masing-masing kemampuan
dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak badan
terkait pembayaran pajak tahunannya. Dalam kaitannya dengan pemilihan
judul Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Distributor Air
Mineral di Surabaya dapat mengidentifikasi masalah tentang Bagaimana
penghitungan pajak penghasilan badan pada Perusahaan tersebut. 2.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Definisi pajak berdasarkan ketetapan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai pergantian ke empat
tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Keputusan Umum
dan Tekni Prosedur Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berisikan Pajak
sebagai partisipasi keharusan kepada negara yang_terutang_oleh individu
atau badan yang_bersifat menekan beralasakan Undang-Undang, tanpa
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memperoleh kompensasi secara langsung dan ditetapkan sebagai
kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:11),
pajak adalah suatu prestasi yang diharapkan dari satu pihak dan terutang
kepada pemerintah (sesuai dengan peraturan yang ditetapkan secara
umum), tanpa timbal balik, dan seolah-olah digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Oleh karena suatu bentuk, hal, atau peristiwa yang
memberikan kedudukan tertentu, pajak menjadi wajib untuk menyetorkan
sebagian kekayaan bagi pendapatan kas negara, tetapi bukan sebagai
denda atau hukuman, berdasarkan kebijaksanaan yang diputuskan oleh
pemerintah, dan dapat diwajibkan, tetapi tanpa tindakan penanggulangan
langsung dari negara dalam memelihara ketertiban umum. Tarif Pajak
Mardiasmo (2018:11) mengungkapkan ada 4 katagori biaya pajak: 1. Tarif
Sebanding/Proporsional Tarif dalam bentuk yang baku terkait berapapun
kisaran yang dibebankan pajak, pada akhirnya penetapan biaya pajak yang
terutang sebanding terkait kisaran nilai yang dibebankan pajak. 2. Tarif
Tetap Tarif dalam kisaran yang konsisten (tetap) terkait beberapapun
kisaran yang dibebankan pajak, akhirnya penetapan pajak yang terutang
tidak berubah. 3. Tarif Progresif Tingkatan biaya yang dipakai menjadi
bertambah jika jumlah yang dibebankan pajak semakin meningkat. 4. Tarif
Degresif Apabila kisaran yang dibebankan pajak semakin bertambah, maka
tingkatan biaya yang dipakai menjadi minim. Penghasilan Bunyi pada pasal
ke 4 (empat) ayat 1 (satu) Undang-Undang No 36 Tahun 2008
menjelaskan pendapatan menjadi bagian tambahan kekuatan ekonomis
yang diperoleh atau didapatkan wajib pajak, maupun berasal dari
Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang mampu digunakan sebagai
konsumsi guna meningkatkan kekayaan wajib pajak yang terlibat atas
nama dan dalam rupa apapun. Pajak Penghasilan UU No 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1991, 10 Tahun 1994,
17 Tahun 2000, dan 36 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur
Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, adalah
peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di
Indonesia. 1. Pajak penghasilan berlaku berdasarkan (Mustagiem, 2014).
a. Orang Pribadi, dengan kategori subyek pajak dalam negeri dan luar
negeri. b. Badan, mempunyai kewajiban dimulai ketika badan tersebut
dibangun atau, pada saat menjadi penduduk Indonesia, dan berhenti pada
saat badan tersebut bubar atau berhenti menjadi penduduk Indonesia. c.
Warisan yang sah belum dibagi dan diganti. d. Bentuk Usaha Tetap. 2.
Penghasilan merupakan Obejk dari pajak penghasilan, meliputi : a.
Penghasilan dari pekerjaan hubungan kerja atau pekerjaan sementara
disertakan. b. Keuntungan dari suatu usaha atau kegiatan. c. Pendapatan
modal atau investasi. d. Uang tambahan. Penghitungan PPh Badan 1. PPh
Tidak Final Pembayaran pajak penghasilan wajib bagi wajib pajak badan
dan orang_pribadi atau badan ditentukan dengan menggunakan pajak
penghasilan non final. Pajak penghasilan terutang dihitung dari
penghasilan bersih dikalikan dengan tarif pajak penghasilan non final. PPh
Badan 31e yang dimuat dalam UU No. 36 Tahun 2008 adalah Pasal 31e.
Tarif standar 28% (2009) dan 22% (2021 dan 2022). Perhitungan PKP
yang mempunyai peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,- sampai Rp.
50.000.000.000,- menghitung antara fasilitas (dikalikan 50%) dan tanpa
fasilitas, menurut Pasal 31 e Ayat 1 UU Pajak Penghasilan. Berikut cara
penghitungan PPh tidak final : Total penghasilan Bruto Total Beban
Administrasi dan Umum Penghasilan Kena Pajak Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
Koreksi Fiskal Positif Rp. xxx Koreksi Fiskal Negatif (Rp. xxx) Total Koreksi
Fiskal Rp. xxx Rp. xxx Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Jumlah
pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan 2020 22%x 50% x
Rp. xxx Rp. xxx Kredit Pajak PPh Pasal 22 Rp. xxx PPh Pasal 23 Rp. xxx
PPh Pasal 24 Rp. xxx PPh Terhutang Rp. xxx Penghitungan Pajak
Penghasilan Terutang : Adapun jumlah pajak penghasilan terutang SPT
tahunan 2020 22%x 50% x Rp. xxx Rp. xxx Kredit Pajak PPh Pasal 22 Rp.
xxX PPh Pasal 23 Rp. xxx PPh Pasal 24 Rp. xxx PPh Terhutang Rp. xxx 2.
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PPh Final Menurut Resmi (2017:138) menyatakan bahwa untuk
memudahkan wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPhnya, akan
dikenakan PPh final untuk yang menerima penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dikenakan Dalam
penyampaian SPT Tahunan, tidak dihitung kembali PPh Final yang
dikenakan tarif umum (PPh Final) dengan penghasilan lain, hanya sebagian
dari daftar total objek PPh. Penghitungan pajak penghasilan Final
Pendapatan dari penjualan Penjualan Retur dan Potongan Penjualan Rp.
xxx Diskon Penjualan Rp. xxx Penjulan Bersih Harga Pokok Penjualan Total
Penjualan Bersih Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Penghitungan
Pajak Penghasilan Terutang Pajak Terhutang 0,5% x Rp. xxx Rp. xxx Beda
Tetap dan Beda Waktu a. Beda Tetap Beda tetap adalah perbedaan dalam
bagaimana pendapatan dan pengeluaran diakui antara keuntungan dan
kerugian bisnis berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan
pajak penghasilan. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya akan terus
terakumulasi tanpa batas. b. Beda Waktu Beda waktu antara akuntansi
komersial dan fiskal memengaruhi bagaimana pendapatan dan
pengeluaran biaya, dan perbedaan ini pada akhirnya akan hilang ketika
tidak ada lagi jeda waktu antara tahun fiskal. Baik perbaikan fiskal positif
maupun negatif dilakukan dalam upaya menghilangkan kesenjangan
tersebut. Koreksi Fiskal Menurut Linawati dan Sukarno, (2020) WPOP dan
WP badan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan pembukuan wajib
melaksanakan rekonsiliasi fiskal guna mengetahui laba fiskal. Laba
tersebut merupakan dasar yang dipakai untuk menentukan pajak
terutangnya. Karena harus ada penyesuaian fiskal terhadap laba komersial
tahun berjalan, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan
pajak : 1. Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak
Penghasilan bersifat Final 2. Penghasilan bukan objek pajak selaras Pasal 4
ayat 3 3. Biaya yang menurut ketentuan, tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto Mengetahui dua pembagian biaya pembetulan fiskal
yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari topik
sebelumnya, yaitu: 1. Perubahan perbaikan keuangan yang meningkatkan
pendapatan. Koreksi fiskal positif meliputi, misalnya: a.
Pengeluaran/pengeluaran untuk kepentingan pribadi b. Pembayaran premi
asuransi WP c. Kuantitas pengeluaran terkait bisnis yang berlebihan
dibandingkan dengan yang wajar. d. Hibah, bantuan, atau sumbangan. e.
Sanksi Pajak, atau pajak yang harus dibayar perusahaan f. Jumlah gaji
pemilik. g. Perbedaan antara depresiasi dan amortisasi fiskal dan
depresiasi dan amortisasi komersial h. Biaya atau pengeluaran untuk
memperoleh, memelihara, dan memungut penghasilan yang dikenakan
pajak penghasilan final tetapi bukan objek pajak. Menurut Linawati dan
Sukarno, (2020) Perubahan yang menurunkan penghasilan kena pajak
dikenal sebagai koreksi fiskal negatif, berikut contoh koreksi fiskal negatif :
a. PPh Final mengenakan dari penghasilan. b. Penghasilan yang tidak
dapat dikurangkan dari pajak. c. Perbedaan antara penyusutan fiskal dan
amortisasi dan amortisasi komersial. 3. METODE PENELITIAN Penelitian
yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan
penelitian ini dipilih karena untuk memudahkan peneliti untuk menganalisa
data pada perusahaan dan mengevualiasi perhitungan pajak badan. Teknik
pengambilan data menggunakan dokumentasi Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) dari Perusahaan distributor air mineral di Surabaya. Teknik
analisis data dalam penelitian ini memeriksa akun-akun yang berkaitan
dengan laba/rugi, menghitung_PPh Final dan tidak Final, Menyusun
rekonsiliasi fiskal, dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan badan
. Pelaksanaan penelitiaan dimulai tanggal 1 Juni 2022 sampai 1 Desember
2022. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN Tabel 2.
Evaluasi Perhitungan PPh Badan Keterangan Akun-akun laba/rugi Fiskal
Positif Fiskal Negatif Penjualan Rp. 1.776.520.640 Rp. 1.776.520.640
Potongan Penjualan (Rp. 63.211.200) Rp. 63.211.200 Penjualan Bersih
1.713.309.440 HPP (1.238.846.419) Rp. 1.238.846.419 Laba Kotor
474.463.021 Beban Operasional : Gaji Pegawai Gaji Pegawai tidak tetap
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Beban Asurasnsi Karyawan Beban Pengobatan Karyawan Beban Listrik
Beban Air Beban Telepon Beban Bahan Bakar Beban Parkir, Portal, Tilang
Beban STNK/KIR Beban Adminitrasi Kantor Beban Promosi Beban
Kesejahteraan Karyawan Beban Profesional Beban Asuransi Beban Perijinan
Beban Sewa Kantor Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Beban
Penyusutan Investaris & Perabotan Kantor Beban Penyusutan Kendaraan
148.049.261 75.085150 5.792.265 900.000 12.577.854 3.068.800
3.955.858 24.604.850 6.098.500 8.898.200 3.028.101 510.000 623.075
24.000.000 2.272.440 40.000 66.666.672 11.771.250 4.567.500
42.033.756 148.049.261 75.085150 5.792.265 900.000 12.577.854
3.068.800 3.955.858 24.604.850 6.098.500 8.898.200 3.028.101 510.000
623.075 24.000.000 2.272.440 40.000 66.666.672 11.771.250 4.567.500
42.033.756 Total Beban Operasional (444.543.532) 444.543.532 Laba
Operasional 29.919.489 Pendapatan (Beban) Non Operasional Pendapatan
Insentif PP 23 Tahun 2018 Pendapatan Bunga Beban Lain-lain Adminitrasi
Bank 6.109.131 27.983 (1.000) (794.700) 1.000 794.700 6.109.131
27.983 Total Pendapatan (Beban) Non Operasional 5.341.414 Laba (Rugi)
Bersih Sebelum Pajak 35.260.903 Pajak Terhutang (Final) (8.882.603)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 26.378.300 Memeriksa Akun-Akun yang
Berkaitan dengan Laba/Rugi Pemeriksaan akun akun didalam laba rugi ini
guna untuk mengetahui secara tepat dan mencatat pengeluaran biaya
sesuai dengan pengeluaran operasi perusahaan dan pendapatan yang
seharusnya diterima oleh hak perusahaan, dapat dilihat pada tabel 4.1
pada kolom akun- akun laba/rugi ditentukan apakah semua akun dalam
laba rugi yang merupakan hak dan kewajiban perusahaan telah dicatat
dalam pembukuan perusahaan dan apakah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, laporan keuangan perusahaan
akurat. Salah satu laporan keuangan perusahaan adalah laporan laba rugi
(laporan keuangan). Dimana total keselurahan biaya beban sejumlah Rp.
1747.396.851 dan total pendapatan sejumlah Rp. 1.782.657.754
Menghitung PPh Final dan Tidak Final Berdasarkan perhitung PPh Tidak
Final Besarnya Rp. 1.701.518 wajib Pajak orang pribadi dan badan usaha
sama-sama diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan atau badan
ditentukan dengan menggunakan pajak penghasilan non final. Penghasilan
Bersih dikalikan dengan tarif PPh Tidak Final untuk menentukan pajak
penghasilan. PPh Final sebesar Rp. 8.882.603 untuk memudahkan pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan
Peredaran Bruto Khusus bersifat final dan mewajibkan Wajib Pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran
bruto tertentu untuk menghitung, menyetorkan, dan mencatat kewajiban
pajak penghasilannya. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang akan
dikenakan tarif umum (PPh Final) di samping penghasilan lainnya tidak
diperhitungkan kembali dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak perlu
membuat analisa menghitung pajak berdasarkan ketentuan undang-
undang dibandingkan dengan PPh Final, seperti penelitian dari Christian, et
al., (2019). Menyusun Rekonsiliasi Fiskal Berdasarkan tabel di atas,
terdapat berbedaan penghitungan penyesuaian fiskal positif perhitungan
fiskal positif sejumlah 1.747.396.851 diperoleh dari biaya beban umun dan
lainnya serta biaya asuransi kepada karyawan dan perhitungan
penyesuaian fiskal negatif sejumlah 1.782.657.754. diperoleh dari
pendapatan penjualan dan pendapatan insentif PP 23 serta pendapatan
bunga. Pada tabel 4.1 laporan laba rugi menunjukkan bahwa Earning
before Taxes (EBT) sebesar Rp 26.378.300, sedangkan laba kena pajak
setelah penyesuaian fiskal menunjukkan laba sebesar Rp 35.260.903.
Perusahaan Distrubutor Air Mineral di Surabaya memperoleh koreksi fiskal
dari total keseluruhan beban Rp. 1.747.396.851 dan koreksi fiskal negatif
diperoleh dari total pendapatan perusahaan Rp. 1.782.657.754. Koreksi
fiskal dapat menambah Penghasilan Kena Pajak serta Pajak terutang,
sehingga dapat mengurangi Laba Bersih Perusahaan (Salindeho, 2022).
Mengevaluasi Perhitungan Pajak Badan Perusahaan memahami apa yang
harus dilakukan terbukti bahwa laba perusahaan (Laporan Keuangan
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Komersial) tahun sebelum pajak adalah Rp 26.378.300, sedangkan laba
kena pajak setelah penyesuaian fiskal menghasilkan total laba sebesar Rp
35.260.903. Perbedaan laba bersih tersebut disebabkan adanya ketentuan
perlakuan biaya maupun penghasilan menurut Undang-Undang
perpajakan. Contoh: Biaya Penyusutan yang perlu diperhatikan, karena
dapat menyebabkan perbedaan Laporan Keuangan (Komansilan, et al.,
2022). PPh badan sebesar Rp. 8.882.603 yang harus di bayar. Berdasarkan
data yang ada di SPT perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan
harus ada unsur koreksi fiskal negatif sedangkan di SPT perusahaan
koreksi fiskalnya belum ada atau sengaja tidak dimasukan. Namun
berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti menemuka data yang sesuai
untuk masuk sebagai koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754.
Sehingga evaluasi pajak penghasilan bisa dihitung dengan melakukan
koreksi fiskal untuk memperoleh laba setelah dikoreksi fiskal sebesar
35.260.903 5. KESIMPULAN Menurut hasil dan pembahasan, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut: 1. Evaluasi perhitungan pajak penghasilan
badan Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya diketahui dari
penelaahan terhadap catatan keuangan perusahaan telah mematuhi
aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang_Perpajakan No. 36 Tahun
2008. Dimulai dengan memeriksa akun-akun biaya yang masuk dalam
laporan laba rugi dimana total biaya sebesar Rp. 1.747.396.851 dan total
pendapatan sebesar Rp. 1.782.657.754 2. Koreksi kelompok fiskal atas
laporang keuangan baik itu fiskal negatif maupun positif telah dilakukan
terhadap laporan keuangan perusahaan. Dimana koreksi fiskal positif
sebesar Rp. 1.747.396.851 sedangkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.
1.782.657.754. dan mendapatkan laba setelah koreksi Fiskal sebesar Rp.
35.260.903. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sebesar
Rp. 8.882.603. Penelitian ini sejalan dengan Yanuari dan Rachmawati
(2022). Saran bagi Perusahaan, sebaiknya perlu melakukan perbaikan
sesuai ketentuan perpajakan, karena ada perbedaan pengakuan yang
pengakuannya tidak sesuai dengan persyaratan perpajakan. Perusahaan
perlu memahami biaya yang diakui Perpajakan, sehingga tidak ada
kesalahan dalam mengkoreksi pos atau akun suatu Perusahaan (Kellah dan
Kawulur, 2022). Rekonsiliasi Fiskal perlu dilakukan perusahaan, mengingat
adanya perbedaan perlakuan perusahaan dengan ketentuan perpajakan
(Lambidju, et al., 2021; Suryanti dan Widjaja, 2021). Dengan adanya
rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat mengetahui penyebab perbedaan laba
komersial dengan laba fiscal, serta dapat menentukan pajak tangguhan
(Wicaksono, 2022). Penelitian ini memberikan tambahan informasi
perusahaan akan mencermati beberapa akun atau hal-hal yang telah
mengalami koreksi fiskal agar laporan keuangan periode mendatang tidak
memerlukan penyesuaian tersebut. Tidak hanya untuk melakukan
evaluasi, tapi juga perlu membuat perencanaan pajak, agar dapat lebih
mengefisienkan beban PPh terutang (Azhar, et al., 2022). Tax Planning
juga bermanfaat untuk meminimalisasi beban pajak sehingga dapat
menghemat arus kas keluar (Adiman dan Rizkina, 2020). DAFTAR
PUSTAKA Adiman, S., dan M. Rizkina. 2020. Analisis Tax Planning Untuk
Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Abdya Gasindo). Jurnal
Akuntansi dan Keuangan. 8(1): 53-68. Azhar, S., M.D. Seftiansyah, dan
T.A.P.S. Putra. 2022. Analisis Penerapan Tax Planning Dengan
Menggungakan Metode Gross Up Sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan
Badan pada Koperasi Pegawai Telkom. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Keuangan. 4(Special Issue 6): 2130-2136. Christian, Y.A., G.B.
Nangoi, dan N.S. Budiarso. 2019. Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan
Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat
Tujuh Abadi Jaya. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 14(1): 10-17.
Kellah, S., dan H. Kawulur. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan
Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. JAIM Jurnal Akuntansi Manado.
3(3): 527-535. Kemenkeu. 2022. APBN Kita 2022. 1-96. Komansilan, M.V.,
G.B. Nangoi, dan N.Y.T. Gerungai. 2022. Evaluasi Penyusunan Koreksi
Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang
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Absirak

Penelitian ink secara v berujoan unk mengevaluast apakah Perosahaan Distributor Abr Minecal di
Surabnya melaporkan laporan keuangan kepada fiskus, dengun melukukon smalisis perencanaon prjuk
(s planning ) dalarm hal kercksi fskal werhadap akun-akoun seperti akun pendapatan, akun pengeluaran,
dan sitem pencatatan nilai. Penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pepguepulan data dilakukan
dengn dokumentas) ditn Sumt Pemberitihunn Tahonan (SPT) pajak penghasibin perushaan. Adopun
metode analisis data yang digunakan adalab analisis deskriptf. Teknik analisis deskaptl dengan
memeriksa akun-akun biava, menghitimg PPh Final dan tidak Final, menvusun rekonsiliosi fiskal dan
roengeviluast perhitungan Pajak Penghasilin Badan dilakukan oleh Perusahaan Diswibutor Air Mineral
di Summbaya. Berdusorkan hosil dota bahvwa peritungan fskal positnf menumt pechitungan perusahasm
sthesar Bp, | 756279454 vung diperoleh dan biaya beban pervsahnan dan fiskal negatif menurut
penisahain sobesar Ry 0 sedangkan dari hesil pedhitungan ulang penelii vang mengacu pada Undang-
Undang perpujakan memperolsh fiskal positit sebesar Bp, 1.747 396 85) dan fekal negatif sebesur Rp.
1.782.657 754 disimpukan babwa pechitungan pajak penghasilan badan di Perushaan Distribator Al
beleneral di Sursbayvo mengacu pala ketentuan dengan Undang-Undang Perpajakan, akan fetap bebenpa
vem terdopat vang dikoreksi perpijakan seperti vang erdapat pada lapomn SFT penesahioam dinntoranyn
penghasilan vang dikenakan PPh Final, biava-biava, dan beban yvang tidak dirmasukan:

Kata kanel: Laporan kenmgan, Koreksi fiskal, dan PPh Final

Abstroct

Tivie sty penerally aims fo evalwae wiether o Mineval Weser D5smitueor Compaay in Sivalfovi fins
cerriteed pied a0 ek pleirang aralvaty (Tax Plaonng ) la ferme of fleeal correcion to aecounts i financial
FEpRorTL SNCH (08 TRCOMN GOCORREY, CXPEEes, recoraing methody i assesaenis before reporting e
ter Fie deos auethiorides. Thi rvee of Peseaech & a case siudy. The dara collection echnigue 3 carried ow
by docimmenting fe companys anial incevre X retern (SPTEdato, Ay fer the dati aralvey technigue
v done wiing descripinve onadvaly, Descriprive anelvats sechubgued are wved Io exaomine expense
accoprry, celenlare Fingl and non-foal FPR, prepere fisonl reconciliations and evaliaie e calodarion
of Cerporaie Tncome Tax carvivd aud b a Mineral Weser Dismiturior Company in Surafave, Bosed on
the resulis of the dara v can Be thar the pozitive Raom calesdanion aocording Te e comy's
ceilcadetion e B, £ 7560, 200 454 altalned from the cost of the comper’y fegaiive and flocal expenses
aecordlng To e company amnting to Bpo 8 while from the residie of the revearetier’s re-calowlarion
referving o the Tavaion Law, g positive fisoal of Bp, 0,737 3% 850 and o negative fiscal af Ep.
FOFR2 657075 0 was covicluded tear the colealanon of covporate freome e o the Mineral Warer
Diseribtor Companry In Savabova refers to the pravisions of the Toav Law b tiere ore several items
ther aire eorrected for evarlon ax srared i the company's SPT repors, wnclucdiung tncose adsfect i ol
FPh, expenses |, and pdooded Toaid,
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1. PEMDAHULUAN

Pagak menpadi sam dari pendapatan pemerintah dengan  peraman sentral terhadap
ckspansi. Penerapan bidang perpajekan disusun dalam teknik prosedur bersama Undang-
Uindang it diputeskan, Bengan koordinasi aturan tersebut oniuk memperkirakan penggandaan
eskpanst  nasional melewsti bidang  pajak  mampe  ditisgkatkan  pemanfaatanya dalam
muasyarakat. Pajak sebagni wajib bayar rakyat terhedap pendaspatan negara {perpindahan
kepunyaan bagian swasta ke bagian  pemenntal)  berdasitkan Undang-Undang  (bisa
ditckankan) tanpa harus dipertimbangkan dapat terus bisa ditetapkan atau dip.ukui dalam
anggaran umum belanga dan dipakai seperti media memimmal dan memaksakan  dalam
memenuhi tirget vang terlihat diluar badang keuangan,

Pendapatan pajpk menads pemasukan dana terbanvak untuk negora, Nyaris beberapa
pekerjean pengembangan dibangun pemerintzh. anggaran melslul uang pajak terkumpulkan
oleh warga negara, Pendapatan dan sektor pajak senatipsa dinilai potensial untuk membayar
eskpansi nasional. Melalui terbitnys ketentuan adanya hukum yang mengelola terkait pajok,
cleh  karena itu diperfukan pendapatan  pagak  menpdi pemasukan wtama  terthadap
penyelenggoraan APBMN (Anggaran Pendapatan den Belanja MNegura) dapat mendapat hasil
optimas serta dapat dijaga secars berkelanjutan. Adapun tinjauan pada tahun 2022 pendapatan
diidang pajak memperaleh 59 39% , berdasarkan prestasi, peadapatan pajak wtama dimuolai
memalui pendapatin non-migas {PPh) pajak penghasilin serta pajak kemaiksn nifai aton pajak
penpualian atas barang mahal (PPNPPaBM) vang dipaparkan oleh Kemenkeu, (2022

Pemuasukan dar sektor pajak diatas dikenakan melalui kebijakan Undang-Undang resmi
dan  wanb, Penerimaan  melaln  poak  dialokasskan  ontek tjean ldn Negara  dntuk
mensejahterakan rakyatnya. Sumber pendapatan utama bagi siatu negarn adaloh pajuk. dimann
pajak sebagai setoran rakyal untek penmsukan Negara sesuai ateran Undang-Undang (vang
bersifat memaksuy. Mengambil pajak disriken memita daye beli dari rumash tangga masyarakat
untuk diberikan kepada negara. Kemodian negara mengalokasikan kembali untuk kepentingan
wimga negara dengan rupa perlindungan kemakmuran warga negara, Ofeh sebab st emungutan
pajak menfad: hak negars. Mardiasmo (200 6:6).

Pagak menjadi bidang  perolehas dana tidak lepas melali asean vang  diterapkan
pemerintah terkait setoran pajak. Hinggo sekarang ditemukan 3 teknik prosedur dilaksanakan
terkait penvetoran pajak diantaranya petogas instines: vang menetapkan erkait besar kecilnya
setoran pajak. kemandirion wajib pajak. dan devisi pajok atau bendahars perusshaan untuk
memaleng pendapatan karvawan uniuk pembayaran pajak, Uniuk reknik prosedur penyetoran
pajak penghesilan didsssrkan melaln wewenang. kepercayaan seria tanggung jawsb dalam
teknik prosedur pemungutan pajak kepada wajib paak dalan mengganggarkan. menvetorkan
dan memberitonhukan sendin keseluruhan pajak wajib disctorkan. disebut sebagai kemandirian
wiih pajak . Kewajiban pajak oleh setiap orang atae badan tentunya berbeda dimana satu antara
vang lnin. Tidak samanya kedurukan ckonimi dengan beberapa wajib pajak mengakibatkan
kepemingan proses biava pajak berubal Gdak sama dengan safu individu stav badan vang
lainnya, Pada kebijakan yang berjalan yang terkait baava pajak dikelompokkan menjdi 3 (tiga)
kelompok sesuai jumlah pemasukan yang diperoleh wajib pajak badan dalom kurung wakiu
satu tahun,
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Tabel 1. Laporan Laba Rogi
Pervsahaan Distriburor Aar Mineral
Untuk Tehun Berakhir 31 Desember 2020

Peredaran Usaha Fp. | 776520640

Hpp Rp. | 2I6.R46 419

Laba Bruta Bp. 474463021

Total Beban Fp, 444543 532

Laba Rugi Ep. 26388300
Swmber ; Laporim Laba Rugi Perusaboon Distributor Air Mineral di

Surabaya pada periode 2020

Perusahaan yang diteliti ini meropakan  perusahaan  distnbuesi barang  konsume,
Perusshaan ini berkecimpung dibidong industri produk dan manufaktur. Berdin sejak tnhun
2016 dan beoperasi sampai sekarang i masih konsisten dalam Kurong wakio 5 talun
menggeluti industri produk minuman. Hingga sast inl ramai pelonggan antara pelanggan baru
sampal pelanggan buna, Pemasekan vang diperoleh per tahunnyi mencapai Kisaran Rp.
4 HO0000000  sehingga  Perusahaan  ini dikategorikan  industni makmo.  Evaluasi  pajak
peghasilan bado dumakswdkan sk membandingkan laporan kevangan apakah sesual dengan
pajak badan, Apabila tidak sesval dapat dibebankan denda berupa saksi adminitresi. Wajib
pajak perusahaan yvang ditermukan tedlibat dalam penipuan dengan sengaja dapat dihadapkan
hukuman penjars berdasarkan hukum pidana,

Pada sant ini perusshsan memiliki kendaln terkait ketentuan perpajakan yang belum
sestial, Oleh sebab itu, penyusunan faporan kewangan Tiskal sangat diperlukan  dalam
menentukan  besarmys PPhooterutang, sdapun dengan penghasilan bruto yang  dipemlzh
perwsahaan harus selaras dengan satuan tahunan buku, tjeannya sopavia selaras dengan svarst
keadilan dalam pemungutan pajak yeng ditetapkan dengan masing-masing kemampuan dalam
membavar pajak sehinggs tidak memberatkan wajb pajak badan terkan pembavaran pagak
tahunannya.

Dralam katmnya dengan pemiliban juodul Ewilussy Pajak Penghasilan Badan Pada
Perusshaan Distributor Air Mineral di Sumbaya dapar mengidentifikasi masalah tentang
Bagaimana penghitungan pajak penghasilan badan pada Perusahasn tersebut.

2. TIMJALUAN PUSTAKA
Pengertian Pajak

Drefinisi pajak berdnsarkan ketetapan Undang-Undang Mo, 16 Tohun 2008 mengenai
pergantian ke empal tentang Undang-Undang Mo, 6 Tahun 1983 mengenai Keputusan Umiim
dan Tekni Prosedur Perpajakan pada Pesal 1 Ayat | berisikan Pajak schagal partisipasi
kehanisan kepada negara vang lenitang oleh individe atau badan yang bersifat menekan
beralosakan Undang-Undang, tanpa memperoleh kompensasi secara langsung dan ditetaplan
sebazai kepentimgan negara demi kemakimioran rakyat,

Menurut Resmi (2017:11), pajak adalah soatu prestasi yang diharapkan dan satu pihak dan
tertang kepada pemerintah (sesuai dengan persuran vang ditetapkan secara wmam), tanpa
timbal balik. dan =eolsh-olah digunaksn wntok membayar pengelusran omum. Oleh korena
suatu bentuk. hal, atu peristiws yang memberikan kedudukan tertentu, pajak menjadi wajib
ik menyetorkan sebagion kekayaan bagi pendapatan kas negars, etapm bukan sehagal denda
ataw hukuman. berdasarkan kebijaksanasn vang diputuskan oleh pemenntah, dan dapat
diwanbkan, tetapi tanpa tndakan penangeulangan langsung dan negasa dalam memelihiar
ketertiban urmsm.
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Tarif Pujak
Mardimsmao (201811 mengunghapkan wda 4 Katagori biaya pajak:
Tanf Schanding Proporsional
Tanf dalam bentuk vang baku terkast berapapun kisaran yang dibebankan pajak. pada
akbienye penetapan biaya pajak yang terufang sebanding terkan kisian nilad vang
dibebankan pajak.
. Tanf Tetap
Tarif dolam kisaran yvang konsisten (tetap) terkait beberapapun kisaran yong dibebankan
pajak. akhimya penetapan pajk yomg ferutang fidak berubah,
3. Tanf Progresif
Timgkatan basva wang dipakon menjadi bertambah gika jumlah sang dibebonkan pagak
semakin menimgkist.
4, Tanf Degresil
Apabiln kisaran yang dibebankan pajok semakin bertambah, maka tingkatan biaya yeng
dipakai menjadi minim.

i

Penghasilan

Bunyi padd pasal ke 4 {empar) ayat | (satu) Undang-Undang No 36 Talun 2008
menjelaskan pendapatan menjadi bagian tambehan kekoatan ekonomis yang diperoleh atao
didapatkan wajib pajak, maupun berasal dar Indonesia ataupen dac loar Indonesia, vang
mampu digunakon schagai konsumsi guna meningkatkan kekaysan wajib pajok yang terlibat
wlas nama dan dalam rupa apapun,

Pajak Penghasilan
LU Ma 7 Tahun 1983 sehbagaimana teloh divbah dengan UL No 7 Tahun 19491,

Tahun 1994, |7 Tahun 2000, dan 36 Tabun 2008, serta Persturan Pemerintah. chmmn
Presiden, Beputusan Menten Keuangan, Keputusan Divekour Jenderal Pagak, dan Sural BEdaran
Direktur Jenderal Pajak. adalah peraturan  pemmdang-undsngsn  yeng mengalur  pajak
penghasilan & Indosesia,
1. Pujak penghasilan berlako berdasarkan | Mustagiem, 20147,
a, Orang Pribadi, dengan kategori subyek pajak dalam pegeri dan lear neger,
b. Badan. mempunyai kewajiban dimulai ketika badan terschut dibangun atiu,
pada saar menadi penduduk Indensesia, dan berhent: pada sast badan tersebut bubar arau
terhenti menjodi penduduk Indonesia.
<. Warisan vang sah belum dibagi dan diganti,
d. Bentuk LUsaha Tetap.
2. Penghasilan merupakan Obejk dari pajak penghasilan, melipu
n. Penghasilen dari pekerjaan hubungan kerja ateu pekerjaan sementara dizertakon.
b, Keuntungan dari swame vsaha atae kegiatan,
<. Pendapatan modal ata investas,
d. Uang tambahan,
Penghitungan PPh Badan
1. PPh Twdak Final
Pembayaran pajak penghasilan wapk bags wajib pajak badan dan orang pribads atau
badan ditentukan dengan menggunakan pajak penghasilan non fingl. Pajak penghasilan
terutang dihitung dari penghasilan bersih dikalikan dengan tanf pajak penghasilan non
final. PPh Badan 3le vang dimuat dalam UL Mo, 3 Tahun 2008 adalah Pasal 3le. Tanf
standar 28% 2000y dan 22% (2021 dan 2022). Perhitungan PKP yang mempunyai
peredaran brute di atos Rp 4800000000, sampa Bp. S0000.000.000 - menghitung
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antara fasilitas (dikalikan M%) dan tenpa fasilitas, menurot Pasal 31 ¢ Ayat 1 UL Pajak
Penghasilan,

Berikut cara penghitungan PPh tidak Gnal

Total penghasilan Bruto Rp. xxx

Tetal Beban Administrasi dan Umam Ep. xxx

FPenghasilan Kena Pajak Ep. xxx

Koreksi Fiskal Posaf Rp. xxx

Koreksi Fiskal Megatii (Bp. xxx}

Toual Kaoreks: Fiskal Rp. xxx
Kp. xxx

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang
Jumlah pajak penghisifan terutang sesuai dengan SPT twhunan 2020

22%x 0% x Rp. xxx R xxx
Kredit Pajak

PPh Pasal 21 Rp. xxx

PPh Pazal 23 Rp. xxx

PFPh Pasal 24 Ep.xxx

PPh Terhutang Rp. asx

Penghimungan Pajak Penghasilan Tenitang

Adapun jumlsh pajek penghasilan terutang SPT tahonan 2020
22%x 50% x Rp. sxx Ep. xxx
Kredit Pajak

PPh Pasal 22 Rp. xxx

PPh Pazal 23 Rp. xxx

PPh Pasal 24 Fp. xxx

PPh Terhutang Ep. axx

2. PPh Final
Menuat Resmi (2007:128) menyatakan bahwa untuk memudahkan wajb Pajak
dalam menghitung kewasjiban PPhova, akan dikenakan PPh fisal untuk yang menerima
penghasilan dari usaha dengan persdaran bruto tertentu. Penghasifan yang dikenskan
Dalam penvampaian SPT Tahunan, tidak dihituing kembali PPh Fosal vang dikenakan
tarif umum {PPh Finaly dengan penghasilan lain, hanya sebagian don daftar todol chjek
PPh.

Penghitungan pajak penghasilan Final
Pendapatan dari penjualan

Penjualan Rp. axx
Retur dan Potongan Penjualan Ep. xxx

iskon Penjualan Rp. xax Rp.xxx
Penjulan Bersih By, wxx
Harga Pokok Penjualan “Rp, RNk
Total Penjualan Bersih Rp. xxx
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Penghitunpgan Pajak Penghasilan Terutang
Pajak Terhutang

5% x Bp. xxx Ep. xxx

Beda Tetap dan Beda Wakin

a4, Beda Tetap
Beda tetap adalab perbedssn dalam bagaimana pendapatan dan pengelusran
diakun antara keuntungan dan kerugian bismis berdasarkon ketentuan undang-undang
dan peraturan pajak penghasilon. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya akan terus
terakumul sl tanpa bats,
b. Beds Wakiu
Beda wakin antara akuntansi komersial dan fskal memengaruls  bagaiimana
pendupatan dan pengelunran biaya, dan perbedaan ini pada akhimya akan hifang ketika
tdak ada lagi jeda wakiv antaea tahun fiskal. Baik perbaikan Askal positf maupun
negatif dilakukan dalam upaye menghilanghkan kesenjangan tersebat.

Kareksi Fiskal
Menuwrut Linawan dan Sokario, {20200 WPOP dan WP badan vang dalam kegiatan
usthanya menggunakan pembakuan wajib meloksanakan rekonsiliosi fiskal guna mengetahui
laba fiskal, Laba tersebul merupakan dasar yang dipakai uniuk menentukan pajak terutangnya.
Karena harus ada penyesuaian fskal techadap loba komersial tahun berjalan, maka tidak dapat
digenakan schagai dasar penghitungan pajak |
[. Penghasilan menwrst Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bersifat
Final
2. Penghasilan bukan objek pajak selaras Pasal 4 ayat 3
3. Biava vang menurt Ketentuan, tidak dapat dikurangkan dan penghasilan brote
Mengetahui dus pembagian biaya pembetalan fiskal yang dopat dikurangkan dan odak
dapat dikurangkan dari topik sebelumnya, yaitu

I. Perubahan perbaikan keuangan yang meningkatkan pendapatan. Korcksi fiskal
positf meliputi, misalnya
. Pengeluaran/pengeluaran untuk kepentingan pribadi
I, Pembayaran premi asuranss WP
. Kunntitas pengeluaran terkait bisnis vang berlebihan dibandingkan dengan yang
W,
i. Hibazh, bantuan. atau sumbangan.
e, Sanksi Pajak, atau pajak vang harss dibayar perosihaan
f. Jumiah gaji pemilik.
g, Perbedasn antara depresiass dan amorisas: Dskal dan depresiasi dan amdartizasi
kosrmersial
h, Biaya atau pengeluaras  untuk  memperoleh, memelibara, dan  memungul
penghasilan yang dikenakan pajak penghasifan fimal tetapi bukan objek pajak.
Menurut Lingwiti dan Sukarno, {2020} Perubahon yang menumnkan penghasilan kena
pajak dikenal sebagzm koreksi fiskal negatif, berikut contoh korekss fiskal negarif
a. PPh Final mengenakan dan penghassian.
b, Penghasilan yang tidak dapar dikurangkan dari pagak,
¢. Perbedaan antara penyusutan fiskal dan amortisasi dan amortisast komersial.
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3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakal menggunakan  pendekatan deskriptit kualitan?, Pendekatan
penelition ini dipilih karena untuk memsdahkan peneliti ontuk menganalisa data pada
perssahaan  don  mengevualinss  perhitungan pajak badan. Teknik  pengambilan  data
mengeunakan dokumentasi Susat Pemmberitahuan Talurmon {SPTh dari Perusabaan disteibutor aie
mineral di Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini memenksa akun-akun yang
berkamtan dengan Rabatrugl, menghitung PPh Final dan fdak Fnal, Menyusun rekonsiliasi
fiskal, dam mengevaloasi perhitungan pajak penghasilan badan.

Pelaksanzan penelitizan dimuolai tmgeal 1 Juni 2022 sampai | Desember 2002,

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Tabel 2. Evalunsi Perhitungan PPh Badan
Keterangan Akun-akun laba‘mgi | Fiskal Positd Fiskal Neeatif
Femjualan Rp. 1. 776 5Xb52) Rap_ 1776548540
Fotomygan Fenjoalan (Bp. 63211 2040 | Ep. 63211200
Fenjualin Bersik 1TE3 509440 |
HPP (1238 RL6410 | Bp. 1238 846 419
Laha Botor 4T3 43021 |
Hebun
Operaslonal |
Giaji Pepawai 148045 26 148 048 20
Ciaji Peganad ficlak
et Ta 085150 RIS
Becban Asurzmsi
B aryuwan 5792.1405 57492 1h5
Bieban Pengobatin
Earyawan GO 0D S0 AN
Beban Lisdnk 2577 K54 12577 RS54
Bicban Adir JsHE SO LRI
Beban Telepon 3455858 FH55R5R8
Eseban Bahan Baku 240 15D 24 RS
Bichan Parkir,
Fomal, Tilang GAKE S 0155 _S(H)
Breban STHE/KIR LEEE R HARGE (KD
Beban Adminilrasi
Kantor 028101 3028101
Beban Promas S0 000 JUEECH
Beban
Kozscpahileraan
Karyawan 23075 H23475
Beban Profesonal 2 W DOHD 2 TH0 AWK
Bieban Asurans 2272440 2272440
Eeban Perijinan PR L 401 {MH}
Beehan Sewa Eanior fodh T2 . 5 07 2
Beban
Pemeliharasn dian
Perbaikan
Kendaraan L1.771.250 11371250
Beban Penyusfan
Ivestaris &
Peribolan Kantar & 567501 £ SET S
Beban Penyusiran
Kenitbaraan 42 033 756 42033756
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Tatal Bedhan (444 543 550) 444 845 552

Crnerasionil

Labi Cperasinnal Ianl948y |

Fendapatan (Beban)

Man Operasione

Pendapatan Insensif

PP 2] Talvan 2018 Ao 3] G109 151
Pendlapaann Bunga 27,043 2T 883
Beban Lain-lain (LEEL ] 14001

Aclminitrus Bank 75 TOH T4 00

Talzal Pendagiitan |

(Eehan) Mo

Orperasicnal 5341414

Laba | Rugiy Bereih [

Sebelum Pajak A5 260503

Fajak Terhulang

(Finil} {8 BRI A03)

Lahu (Rugi} Bersih

Serelol Pajak 26 5TR 300 |

Memeriksa Akun-Akun vang Berkaitan dengan Labw/Rugi

Pemeriksaan akon akun didalam laba rugi i gum untuk mengetahui secars tepat dan
mencatat pengeluaran biaya sesuai dengan peageluaran operasi perusahaan dan pendapatan
vang sehansnyd diterama odeh hak perusalaan, dagat dililat pada abel 4.0 pada kolom akun-
gkun labwrugi ditentukan apakah semuoa akon dalam lzba rugi vang merupakan hek dan
kewnjiban perusshaan telah dicotat dalam pembukuan perusshasn dan apakah sesuzi dengan
Standar Akuntansi Keuvangan (SAK) Indonesia, laporan kevangan perusahaan akurar, Salah
satu laporan kevangan perusahasn adalah laporan laba ragi (laporan kevangan). Dimana total
keselurahan  biava beban sejumlah Rp, 1747396851 dan ol pendapatan sejumbah Rp.
1. 782.657.754

Menghitung PPh Final dan Tidak Final

Berdasarkan perhitung PPh Tidak Final Besarmya Rp. 1.701.518 wajib Pajak omng pribadi
dan badon ussha sama-sama diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan atau badan
ditentukan dengan menggunakan pajak penghaszilan non final, Penghasilan Bersih dikabikan
dengan tarsf PPh Tidak Final untuk menentukan pajak penghasilon.

PPh Final sebesar Rp, 8882603 untuk memudahkan pajak penghasilan ats penghasilan
dari usaha bag wajib pajak dengan Peredaran Brito Khoses bersifat final dan mewajibkan
Wik Pajak yang menenima ataw memperoleh penghasilan dan wsaha dengan peredaran bruto
tertentu wuniuk menghitung, menyetorkan, dan mencatat kewajiban pajak penghasilannya.
Penghasilan vang dikenakan PPh final vang akan dikenakan tanf umon (PPh Finaly di samping
penghasilan lainnya tidak diperhitungkan kembali dalam pelaporan SFT Tahunsn, Wajib Pajak
perlu membuat analiza menghitung pajak berdemsarkan ketentuan undang-undang dibandingkan
dengan FPh Final. seperti penelitian dari Christian, et af., (20149).

Menyvusun Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan tabel di atas, terdapat berbedoan penghitungan penvesusian fiskal positif
perhitungan fiskal positif sejumiah 1.747.396.851 diperoleh dari biava beban umun dan Lainnya
sert biaya asuransi kepada karyswan dan perhitungan penyesuaian fiskal negatif sejumlah
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1782657054, diperoleh dari pendapatan penjoalan den pendapatan insentit PP 23 serta
pendapatan bunga. Pada rabel 4.1 Tporan laba rugs menunjukkan balwa Edrming befire Toaves
(EBT) sebesar Rp 26378300, sedangkon laba kena pajok setelah  penyesmaian fiskal
menunjukkan laba sebesar Bp 35,260,903,

Perusahaan Disftubutor Alr Mineral i Sumsboava mempercleh koreksi fiskal dari toal
keselunihen beban Rp. 1.747 396851 den koreksi fiskal negatif diperoleh dan total pendapatan
persahaan Bp, 1.782657.754, Koreksi fiskal dapat menambah Penghasilan Kena Pajak serta
Pajak terutang, sehingga dapat mengurangi Laba Bersih Perusahaan {Salindeho, 2022),

Mengevaluasi Perhitungan Pajak Badan

Perusabman  memabsmi apa yang harus difakukan derbuktol bahwa laba perusahaan
(Laporan Keuangan Komersial) tahun sebelum pajak sdaiah Bp 26378300, sedangkan laba
kena paak setelah penvesuaian fiskal menghasilkan otal laba sebesar Bp 35260903,
Perbedaan  laba bersith tersebut disebabkan adanya kKetentuan  periakuan bizva maupun
penghasilan memsrut Undang-Undang  perpajakan. Contoh: Biava Penvusutan vang perlu
diperhatikan, karena dapat menychabkan perbedasn Laporan Keuangan (Komansilan, ef af.,
2022,

PPh badan sebesar Rp, 8882 603 vang barus di bayvar, Berdasarkan data vang ada 88 SPT
perusahazn unfuk menghitung pajak penghasilan hamus adn unsur koreksi fiskal negarif
sedangkan i SPT pervsahaon koreksi fiskalnys belum ada aae sengaja Gdak dimasukan,
Mamun berdasarkom evaluasi yang dilakukan penelitt menemuks data yang scsuni untuk masuk
sebagai koreksi fiskal negatifl sebesar Bp, | 782,657,754, Schingga evaluas pajk penghasilan
hiza dihitung dengen melakukan koreks: fiskal untuk memperalich laba setelah dikoreks=i fiskal
sebesar 35,260,903

5. KESIMPULAN
Menurut hasil dan pembabasan, dapa ditank kesimpulan sebagai berkur

1. Ewvaluasi perhitungan pajak penghusilen badan Perusahsan Distnbutor Air Mineral di
Surabaya diketahus dare peneladban terhadap catatan Kevangan peresahaan telah mematuhi
wturan yang dituangkan dalom Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, Dimulai
dengan memeriksa akun-akun biava vang masuk dalam laporan labsa gl dimana total
binya sehesar Rp. 1.747.396.85]1 dan total pendapatan schesar Rp. 1. 782 657 754

2. Roreksi kelompok fiskal atas laporang kevangan baik u fiskal neganf maopen positif
telah dilakukan terhadap laporan keuangan perusahsan. Dimana koreksi fiskal positd
sebesar Rp. 1,747.396.851 sedangkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754, dan
mendapatkan laba setelah koreksi Fiskal sebesar Bp. 33 260903, Penghasilan yang
dikenakan pajak penghasslan final sebesar Bp. 88532603, Penelitian ini sejalan dengan
Y anuan dan Rachmawats (2022},

Saran bagi Perusahaan, sebaiknya perlu melakukan  perbaikan sesoai ketentoan
perpajakan. karcna ads perbedaan pengokuan yang pengakuannya tidek sesual dengan
persyaratan perpagakan. Perusabam peclu memahami biaya yang digkol Perpajakan, sehingga
tidak wds kesalohan dalam menghkoreksi pos atou akun suatu Perusshaen (Kellah dan Kawulur,
20229, Rekonsiliasi Fiskal perdu dilakukan perusahasn, mengmgat adanva perbedaan perlakuan
peresahaan dengan ketentuan perpajakan (Lambidju. ef @l 2021; Survanti dan Widjaja, 2021 ).
Dengan adanya rekonsiliasi fiskal, perosabaan dapst mengetzhui penyebab perbedaan laba
komersial dengan laba fiscal, sertn dopat menentukan pajak tangguhan (Wicaksono, 20225,

Penelitian ini memberikan tambalan informasi peresahaan akan mencerman beberapa
ghun atou hal-hal yang telsh mengalami koreksi fiskal agar laporan keoangan peniode
mendatang dak memerukan penyesuaan tersebut, Tadak hanya uniuk melskukan evalomss,
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tapi juga perio memboal perencanssn pajak, agsr dapat lebih mengefisienkan beban PPh
teruting (Azhar, of af., 20220, Tax Planming juga bermanfaal untuk meminimalisass beban pajak
sehingga dapat menghemat arus kas keluar (Adiman den Rixkina. 200,
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